
B U P A T I BOMBANA 
PROYII ISI SULAWESI TENGGARA 

PERATURAN BUPATI BOMBANA 

NOMOR 5 ^ TAHUN 2021 

TENTANG 

PEDOMAN PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA APARATUR 

D I LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BOMBANA, 

Menimbang : a - bahwa berdasarkan Peraturan Bupa t i Bombana Nomor 

111 T a h u n 2020 tentang Road Map Reformasi 

B i rokras i 2020-2024 mengamanatkan salah satu area 

y a i t u manajemen perubahan berupa pembangunan 

pola p ik i r (mind set) dan budaya kerja (culture set) 

aparatur ; 

b. bahwa guna m e n d u k u n g penerapan budaya kerja 

sebagaimana d imaksud h u r u f a, per lu adanya 

komi tmen yang t inggi , etos kerja, tanggung jawab, 

et ika, dan mora l segenap ja jaran aparatur d i 

L ingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana secara 

terencana, sistematis dan terpadu; 

c. bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana 

d imaksud h u r u f a dan h u r u f b, per lu menetapkan 

Peraturan Bupa t i tentang Pedoman Pengembangan 

budaya Kerja Aparatur d i L ingkungan Pemerintah 

Kabupaten Bombana; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republ ik Indonesia T a h u n 1945; / 
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2. Undang-Undang Nomor 28 T a h u n 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dar i 

Korups i , Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia T a h u n 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 29 T a h u n 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten 

Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara d i Provinsi 

Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia T a h u n 2003 Nomor 144, Tambahan 

Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4339); 

4. Undang-Undang Nomor 25 T a h u n 2009 tentang 

Pelayanan Publ ik (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia T a h u n 2009 Nomor 112, Tambahan 

Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 5038); 

5. Undang-Undang Nomor 5 T a h u n 2014 tentang 

Apara tur Sipi l Negara (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia T a h u n 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia Nomor 5494); 

6. Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 5587)) 

sebagaimana te lah d iubah dengan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 11 

T a h u n 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

Nomor 6573); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 T a h u n 2010 tentang 

Dis ip l in Pegawai Negeri Sipi l (Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia T a h u n 2010 Nomor 74, Tambahan 

Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 5135) ;/ 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 T a h u n 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 T a h u n 2009 

tentang Pelayanan Publ ik (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia T a h u n 2012 Nomor 213, Tambahan 

Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 5357); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 T a h u n 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia T a h u n 2016 Nomor 114) sebagaimana te lah 

d iubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 T a h u n 

2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 T a h u n 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2019; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 T a h u n 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73) ; 

11 . Peraturan Presiden Nomor 81 T a h u n 2010 tentang 

Grand Design Reformasi B i rokras i 2010-2025; 

12. Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 80 T a h u n 

2015 tentang Pembentukan Produk H u k u m Daerah 

(Berita Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2015 Nomor 

2036) sebagaimana te lah d iubah dengan Peraturan 

Menter i Dalam Negeri Nomor 120 T a h u n 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menter i Da lam Negeri 

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

H u k u m Daerah (Berita Negara Republ ik Indonesia 

13. Peraturan Menter i Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi B i rokras i Nomor 39 T a h u n 2012 

tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita 

Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2012 Nomor 751); 

14. Peraturan Menter i Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi B i rokras i Nomor 

PER/01/M.PAN/01/2007 tentang Pedoman Evaluasi 

Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja pada 

Instans i Pemerintah; 
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15. Peraturan Bupa t i Bombana Nomor 30 T a h u n 2016 

tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten 

Bombana; 

16. Peraturan Bupa t i Bombana Nomor 111 T a h u n 2020 

tentang Road Map Reformasi B irokas i 2020-2024; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN 

BUDAYA KERJA APARATUR DI LINGKUNGAN KABUPATEN 

BOMBANA 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Da lam peraturan i n i yang d imaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana; 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupat i sebagai u n s u r 

penyelenggara pemer intahan daerah yang m e m i m p i n 

pelaksanaan u r u s a n pemer intahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3. Bupa t i adalah Bupa t i Bombana. 

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten 

Bombana. 

5. Un i t kerja adalah sua tu organisasi yang di jabat oleh pejabat 

adminis t ras i , pejabat p imp inan tinggi a tau yang setara. 

6. Aparatur Sipi l Negara yang selanjutnya dis ingkat ASN adalah 

profesi bagi pegawai negeri s ip i l dan pegawai pemer intah 

dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instans i 

pemer intah. 

7. Budaya kerja adalah sikap dan per i laku ind i v idu dan 

kelompok yang didasar i atas n i la i -n i la i yang d i yak in i 

kebenarannya dan te lah menjadi sifat serta kebiasaan da lam 

melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari 



8. Kelompok Budaya Kerja yang selanjutnya dis ingkat KBK 

adalah organisasi Budaya Kerja Apara tur Pemerintah Daerah 

yang bersifat in formal , d iben tuk oleh Perangkat Daerah/Uni t 

Kerja da lam rangka mengopt imalkan pelaksanaan 

pengembangan Budaya Kerja d i L ingkungan Pemerintah 

Daerah. 

9. Ni lai Budaya yang selanjutnya dis ingkat n i l a i adalah konsep 

abstrak mengenai masalah dasar yang sangat pent ing dan 

berni la i d i keh idupan manus ia . 

10. Peri laku u t a m a adalah per i l aku yang d i te tapkan dan ha rus 

mencerminkan n i la i -n i la i yang te lah disepakati oleh 

organisasi. 

11 . Role Model adalah ASN yang dapat d i jad ikan panu tan a tau 

teladan bagi ASN yang la in . 

12. Fasi l i tator adalah seseorang yang bertugas memfasi l i tasi dan 

mengarahkan d i skus i kelompok, meng iku t i perkembangan 

dan melaporkan akt iv i tas ke lompok kepada 

penanggungjawab serta terus mendorong ke lompok u n t u k 

me lakukan akt iv i tas sesuai j adwa l . 

13. T i m pelaksana pengembangan budaya kerja aparatur adalah 

t i m pelaksana pengembangan budaya kerja apara tur 

pemer intah Kabupaten Bombana yang d iben tuk oleh B u p a t i 

dan bertugas dalam pengembangan budaya kerja aparatur d i 

l ingkungan pemer intah Kabupaten Bombana. 

Pasal 2 

Budaya kerja d imaksudkan sebagai salah sa tu i n s t rumen 

reformasi b i rokras i yang d i laksanakan secara sistematis 

mela lu i penggalian, pe rumusan , dan penerapan n i l a i budaya 

kerja ke da lam pola p ik i r , pola per i l aku dan pola t i ndakan 

secara konsisten, konsekuen, dan terus menerus. 

Pasal 3 

Budaya kerja be r tu juan u n t u k : 

a. meneguhkan j i w a korps dan kode et ik ASN; 

b. men ingka tkan pemantapan tata kelola organisasi ;/ 



c. mendorong peningkatan profesionalitas ASN sesuai dengan 

beban kerja dan tanggung jawabnya; dan 

d. memperkuat corak pemer intahan daerah bersendikan 

karakter budaya lokal . 

Pasal 4 

Ruang Hngkup budaya kerja mencakup penerapan n i la i budaya 

kerja d i se luruh Perangkat Daerah beserta u n i t kerja d i 

l ingkungan pemer intah daerah. 

BAB I I 
BUDAYA KERJA 

Pasal 5 

Nilai budaya kerja d i l ingkungan pemer intah daerah adalah : 

a. integritas mengandung a r t i konsistensi dan keteguhan 

dalam setiap t indakan yang selalu mengutamakan 

ke ju juran, kepa tuhan terhadap ke tentuan pera turan 

perundang-undangan, kemampuan bekerjasama dan 

pengabdian kepada masyarakat; 

b. d is ip l in mengandung a r t i sua tu sikap menaat i kewajiban 

dan menghindar i ; 

c. larangan yang d i t en tukan da lam pera turan perundang-

undangan; 

d. melayani adalah sua tu sikap da lam member ikan pelayanan 

kepada masyarakat tanpa d i skr iminas i dengan penuh rasa 

tanggungjawab dan t idak mement ingkan d i r i sendir i ; 

e. profesional mengandung a r t i keandalan da lam menja lankan 

tugas, selalu menyelesaikan secara tuntas dengan tepat 

dan cermat sesuai kompetensi/keahl ian; dan 

f. akuntabe l adalah sua tu sikap yang m a m p u 

mempertanggungjawabkan keberhasi lan / kegagalan 

pelaksanaan program dan kegiatan baik dar i segi proses 

m a u p u n hasi l . / 



Pasal 6 

Per i laku u t a m a yang m e n d u k u n g penerapan n i l a i budaya ker ja 

sebagaimana d imaksud da lam Pasal 5 sebagai ber ikut : 

a. integritas me l iput i : 

1) bekerja dengan j u j u r dan adi l ; 

2) memi l i k i komi tmen terhadap vis i dan mis i ; 

3) bertanggung j awab atas t i ndakan a tau keputusan ; 

4) berani dan tegas da lam mengambi l keputusan d a n 

r is iko kerja 

5) m a m p u bekerjasama da lam menyelesaikan tugas; dan 

6) menjaga rahasia dan nama baik. 

b. d i s ip l in me l i pu t i : 

1) berpakaian dinas sesuai ha r i kerja dengan a t r i b u t 

lengkap; 

2) menaat i pe ra turan dan kode et ik; dan 

3) melaksanakan tugas tepat w a k t u dan sasaran. 

c. melayani m e l i p u t i : 

1) bertanggungjawab atas pelayanan yang d iber ikan; 

2) member ikan pelayanan secara tepat, cepat dan akurat ; 

3) t idak d i sk r im ina t i f da lam member ikan pelayanan; dan 

4) be rkomunikas i dengan ba ik dan sopan bekerja sesuai 

standar operasional prosedur. 

d . profesional me l i pu t i : 

1) menyelesaikan tugas tepat w a k t u ; 

2) m a m p u bekerja da lam t i m ; 

3) memi l i k i kompetensi yang sesuai dengan bidang 

tugasnya; 

4) cepat, sigap dan responsif da lam member ikan 

pelayanan; dan 

5) selalu men ingka tkan keahl ian, keterampi lan dan 

kemampuan . 

e. akuntabe l me l i pu t i : 

1) bertanggungjawab atas keberhasilan/kegagalan da lam 

melaksanakan tugas; 

2) memenuh i sasaran kiner ja yang te lah d i te tapkan; 



3) mempertanggungjawabkan sumber daya, sarana dan 

prasarana; dan 

4) fasilitas yang d ipergunakan. 

BAB I I I 

PENERAPAN BUDAYA KERJA 

Pasal 7 

Da lam penerapan n i l a i dan per i l aku u t a m a budaya kerja, 

p imp inan Perangkat Daerah dan p imp inan Un i t Kerja berperan 

sebagai role model a tau panutan . 

Pasal 8 

(1) U n t u k m e n d u k u n g penerapan n i la i dan per i l aku u t a m a 

budaya kerja, d iben tuk KBK pada setiap Perangkat 

Daerah/Unit Kerja. 

(2) KBK sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d iben tuk oleh 

t i m pelaksana pengembangan budaya kerja aparatur dan 

d i te tapkan oleh Kepala Perangkat Daerah. 

(3) KBK sebagaimana d imaksud pada ayat (1) bertugas : 

a. me rumuskan , menyusun program dan kegiatan yang 

m e n d u k u n g penerapan n i la i budaya kerja d i 

l ingkungannya; 

b. mengembangkan per i l aku u t a m a sesuai dengan s i tuas i 

dan kond is i l ingkungan kerja; 

c. melaksanakan proses sosialisasi, internal isasi dan 

upaya la innya u n t u k m e n d u k u n g upaya penerapan 

dan pengembangan budaya kerja d i l ingkungannya. 

d. me lakukan moni to r ing dan evaluasi atas penerapan 

dan pengembangan budaya kerja d i l ingkungannya; 

dan 

e. melaporkan penerapan dan pengembangan budaya 

kerja kepada Kepala Perangkat Daerah. 



Perangkat Daerah /Un i t Kerja dapat member i nama KBK 

sesuai dengan karakter i s t ik dan kreat iv i tas Perangkat 

Daerah/Unit Kerja masing-masing. 

Pasal 9 

Susunan organisasi KBK sebagaimana d imaksud da lam 

Pasal 8 ayat (1) t e rd i r i atas : 

a. penanggung jawab; 

b. ketua; 

c. sekretaris; 

d . anggota; dan 

e. fasil itator. 

Penanggung jawab sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 

h u r u f a bertugas : 

a. menyediakan fasilitas u n t u k kegiatan KBK; 

b. membina, memast ikan dan memantau kegiatan KBK; 

c. mendorong KBK u n t u k tetap akti f ; 

d. men indak lan ju t i has i l mon i to r ing dan evaluasi KBK; 

dan 

e. memast ikan ter laksananya d iskus i -d iskus i kelompok. 

Ketua sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f b 

bertugas : 

a. member ikan pe tun juk dan arahan da lam pelaksanaan 

kegiatan KBK; 

b. mem imp in pelaksanaan teknis kegiatan KBK; 

c. berperan serta da lam kelompok dan d i skus i kelompok; 

d. menc iptakan h u b u n g a n yang baik antara KBK dengan 

penanggung jawab dan fasil itator; 

e. melaporkan perkembangan akt iv i tas KBK kepada 

penanggung jawab; dan 

f. mendorong KBK u n t u k terus me lakukan akt iv i tas yang 

telah d irencanakan. 

Sekretaris sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f c 

bertugas : 

a. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan KBK; 

b. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan KBK. 
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(5) Anggota sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f d 

bertugas : 

a. berperan ak t i f da lam melaksanakan kegiatan KBK; 

b. bekerjasama dengan se luruh anggota kelompok; 

c. had i r dan berperan ak t i f da lam d i skus i kelompok; dan 

d. melaksanakan kesepakatan da lam d iskus i sesuai 

dengan rencana yang telah d i te tapkan. 

(6) Fasi l i tator sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f e 

bertugas: 

a. menu la rkan pengetahuan tentang budaya kerja kepada 

ke tua dan anggota; 

b. mengoordinasikan, membimbing dan mengarahkan 

kegiatan KBK; 

c. menc ip takan h u b u n g a n yang ba ik antara KBK dan 

penanggung jawab; 

d. meng ikut i perkembangan akt iv i tas KBK; 

e. menjaga semangat KBK agar selalu ak t i f dan m e m b a n t u 

memecahkan permasalahannya; 

f. memfasi l i tasi dan mengarahkan d i skus i kelompok; 

g. meng ikut i perkembangan dan melaporkan akt iv i tas 

ke lompok kepada ketua; 

h . mendorong ke lompok u n t u k me lakukan akt iv i tas sesuai 

j adwa l . 

(7) Susunan organisasi KBK sebagaimana d imaksud pada ayat 

(1) d isesuaikan dengan kondis i dan karakte r i s t ik 

Perangkat Daerah/Unit Kerja; 

(8) Bagan organisasi KBK sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 

t e rcantum dalam Lampi ran yang merupakan bagian t i dak 

terp isahkan dar i Peraturan Bupa t i i n i . 

Pasal 10 

Penerapan budaya kerja menggunakan yel-yel "Semangat Pagi" 

a tau frasa la innya pada acara formal a tau n o n f o r m a l . ^ 
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BAB IV 

MONITORING, EVALUASI DAN PEMBINAAN 

Pasal 11 

(1) T i m pelaksana pengembangan budaya kerja aparatur 

me lakukan mon i to r ing evaluasi dan pembinaan. 
(2) Moni tor ing , evaluasi dan pembinaan sebagaimana 

d imaksud pada ayat (1) d i l akukan dengan : 
a. member ikan pedoman, pe tun juk , b imbingan, dan 

arahan da lam penerapan pengembangan budaya kerja; 
b. memantau perkembangan dan t indak lan ju t has i l 

evaluasi sebagai proses penguatan n i la i -n i la i d a n 
keberhasi lan KBK; 

c. melaporkan hasi l moni tor ing , evaluasi dan t indak lan ju t 
pelaksanaan pengembangan budaya kerja setiap KBK 
kepada Bupa t i ; dan 

d. mengoordinasikan penyelenggaraan kompet is i KBK. 

BAB V 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 12 

Peraturan Bupa t i i n i m u l a i ber laku pada tanggal 
d iundangkan . 

Agar setiap orang mengetahuinya, memer in tahkan 
pengundangan Peraturan Bupa t i i n i dengan 
penempatannya pada Ber i ta Daerah Kabupaten Bombana. 

NO 
PARAF IC00RD3NASI 

UNIT/SATUAN KERJA 

¥ IE 

Dite tapkan d i Rumbia 
Pada tanggal, fTJuM, 2021 
BUPATI BOMBAI 

TAFDIL 

D iundangkan d i Rumbia 
pada tanggal, t? JUu 2021 
SEKRETARIS DAERAH 

SUPATEN BOMBANA, 

IAN ARFA^ 

BERITA DAE^CH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2021 NOMOR f d 
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LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOMBANA 
NOMOR : M TAHUN 2021 
TANGGAL : i f JOM 2021 
TENTANG : PEDOMAN PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA APARATUR 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA 

BAGAN ORGANISASI KELOMPOK BUDAYA KERJA 

PENANGGUNG JAWAB 

FASILITATOR 

KETUA 

SEKRETARIS 

ANGGOTA 

Keterangan : 

Garis Komando 

Garis Koordinasi 

PARAF I C O O R D I N J 

NO UNIT/SATUAN KERJA PA7AF 
l SeAcor — J 
2 c 
3 

H 
i , 
• R*km RnerJ« £ PC i t 

BUPATI BOMBANA 

TAFDIL 


